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Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, peran dokter sangat diperlukan untuk melakukan upaya praktik kedokteran yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan penyakit. Praktik kedokteran ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Salah satu syarat bagi seorang dokter agar dapat melaksanakan praktik kedokteran adalah memiliki surat izin praktik. Apabila dokter melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang dokter yang melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta dan pembahasan mengenai surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber data peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara sistematis dan terarah untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui bahan kepustakaan yang berkaitan dengan aspek yuridis surat izin praktik dokter.
	Hasil penelitian ini adalah setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik. Apabila ada dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik maka sanksinya sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 4/PUU-V/2007 adalah ancaman denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sudah tidak berlaku lagi karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik (SIP) dan diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, tugas kenegaraan yang bersifat insidentil, memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu, maka untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak memerlukan surat izin praktik khusus di tempat tersebut, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.






Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 34 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.​[1]​
Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik, diperlukan upaya kesehatan yang menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang sangat luas dan menyeluruh, di mana upaya tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan manusia, baik masa lalu, kehidupan sekarang, maupun masa yang akan datang. Kebijakan pembangunan di  bidang kesehatan yang semula merupakan upaya penyembuhan penderita penyakit, secara berangsur-angsur berkembang ke arah upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang mencakup :
1.	upaya peningkatan kesehatan (promotif)
2.	upaya pencegahan penyakit (preventif)
3.	upaya penyembuhan penyakit (kuratif)
4.	upaya pemulihan penyakit (rehabilitatif)
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan peran dokter dan dokter gigi. Profesi dokter atau dokter gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan peraturan dan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam pendidikan sampai ke hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan.​[2]​
Sebelum melakukan praktik kedokteran, seorang dokter telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Hal ini disebabkan pada profesi dokter banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien yang sedang menderita sakit. Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) dan hak atas informasi (the right to information). Kedua hak tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan yang merupakan hak asasi individu. Dokumen internasional yang menjamin hak tersebut adalah The Universal Declaration of Human Right tahun 1948 dan The United Nation International Covenant on Civil and Political Right tahun 1996.
Dokter dan tenaga kesehatan lainnya selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan pasien cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter, padahal dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan/atau standar pelayanan medis yang baik. Keadaan semacam ini harusnya dipahami sebagai risiko medis, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak di luar profesi kedokteran sebagai malpraktik medis.
Berkaitan dengan profesi dokter, belakangan ini marak diberitakan dalam media massa nasional, baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahwa banyak ditemui malpraktik yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau kekuatiran di kalangan dokter karena profesi dokter ini bagai buah simalakama, apabila tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, apabila menolong berisiko dituntut pasien atau keluarganya jika hasil pengobatan tidak sesuai dengan harapannya.​[3]​ 
Untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk memiliki surat izin praktik dokter. Pengertian surat izin praktik dokter menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pada  tanggal 19 Juni 2007, majelis hakim Mahkamah Konstitusi merevisi pasal tersebut. Isi putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 itu antara lain menyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sanksi dalam Pasal 76 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjadi pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus-menerus atau tidak berjadwal tetap, maka dokter atau dokter gigi yang bersangkutan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut, namun pemberian pelayanan kedokteran tersebut harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
		Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.​[4]​
		Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi yuridis antara pemerintah dengan warganya.​[5]​
		Untuk menjamin penegakan hukum administrasi, diperlukan sanksi. Sanksi hukum administrasi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, di mana kewenangan ini berasal dari hukum administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warganya. Sanksi administrasi dapat berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan pengenaan denda administratif.
Penelitian ini berupaya untuk mengkaji aspek yuridis surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, beserta sanksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Surat Izin Praktik Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.”

	IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.	Bagaimana ketentuan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik?
2. Dalam keadaan bagaimana dokter diperbolehkan untuk melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik?

METODE PENELITIAN
	Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) mengenai surat izin praktik dokter dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis, menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan surat izin praktik dokter, kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang dikaji pada penelitian ini. 




	Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. 
	Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. 
Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan. Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.  
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatu undang-undang. Untuk itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin praktik dokter benar-benar diberikan hanya kepada dokter yang berkompeten untuk melaksanakan praktik kedokteran. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar izin praktik yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. Apabila ada dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, maka ancaman pidana diatur pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikatnya menyatu dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili. Kekuasaan kehakiman bukan sekedar mempertahankan berlakunya undang-undang, melainkam mempertahankan dan mewujudkan hukum dasar. Hal ini mengandung makna bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak-hak warga negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut. Oleh karena itu hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan dan menjamin agar setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif tidak bertentangan dengan norma hukum dasar. Hakim juga memastikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak merugikan hak-hak konstitusional rakyat.​[6]​
Wewenang memutus pengujian konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa undang-undang yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Kewenangan ini dilaksanakan untuk menjaga ketentuan undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau merugikan hak konstitusional warga negara. Undang-undang sebenarnya merupakan bentuk penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi oleh pembuat undang-undang, namun penafsiran tersebut dapat saja keliru dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh warga negara, lembaga negara lain, badan hukum tertentu, atau kesatuan masyarakat hukum adat karena melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional mereka. Terhadap perbedaan penafsiran tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 guna melindungi hak-hak konstitusi seluruh warga negara.
Perlindungan konstitusional diperlukan sebab kekuasaan negara dapat saja dengan berbagai dalih atau alasan melakukan campur tangan ke dalam kehidupan privat warga. Oleh karenanya perilaku kolektif negara selalu cenderung meniadakan kepentingan masyarakat secara individual. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai penjaga, pengawal, dan pelindung konstitusi. Gagasan ini didasarkan pada prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.​[7]​
Dua tugas pokok Mahkamah Konstitusi dalam uji konstitusionalitas undang-undang adalah sebagai berikut :
1.	Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Uji konstitusionalitas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan.
2.	Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi.​[8]​
Pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan untuk menguji secara konstitusional suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuaian atau bertentangan dengan UUD 1945. Artinya pengujian konstitusional undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan UUD, sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku untuk umum.​[9]​
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan cerminan diterapkannya mekanisme check and balance di Indonesia di mana kekuasaan pembuat undang-undang yang selama ini berada pada badan legislatif tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial. Dengan berwenangnya kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang, maka semua pengadilan dan lembaga negara serta lembaga-lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah harus terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.​[10]​
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu peristiwa hukum di mana terjadi proses persidangan karena adanya sengketa yang dimohonkan untuk diputus. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dan saat itu pula awal mula munculnya akibat hukum. Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan keputusannya yang bersifat final.
Dalam makna sebagai alat rekayasa sosial, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memberikan dasar hukum bagi sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat menuju cita-cita negara hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja nahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. 
Sebagai sebuah rekayasa sosial, putusan Mahkamah Konstitusi diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya memperbolehkan, menganjurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Proses perekayasaan tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat merupakan salah satu bentuk rekayasa hukum menuju kepada hukum yang responsif dalam tatanan negara hukum berdasarkan Pancasila.
Contoh kasus ketiadaan surat izin praktik dokter adalah kasus di Madiun yang telah menjadi perhatian publik dan kalangan dokter. Dr. BS, Sp.B., M.Surg. pada tanggal 25 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2007 bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV D.K.T. Kota Madiun dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Meskipun tidak mempunyai izin praktik dokter di Rumah Sakit tersebut namun dokter tetap berpraktik di Rumah Sakit sebagai dokter tamu.
Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat praktiknya di Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun, dokter kedatangan pasien yang bernama JTH, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian dokter menganjurkan pasien untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV D.K.T. Pada tanggal 25 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV D.K.T. dokter sendiri (tidak tergabung dalam tim dokter ahli) dan hanya dibantu 4 (empat) orang perawat telah melakukan operasi mengangkat atau membuang tumor, dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap pasien. Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Karena kondisinya belum membaik, akhirnya JTH dirujuk ke Rumah Sakit M.K. Surabaya untuk dilakukan operasi oleh tim dokter ahli yang terdiri dari Dokter Spesialis Bedah, Dokter Anestesi/Bius, dan Dokter Jantung, dibantu paramedis, sesuai standar prosedur operasional. Pada tanggal 2 November 2007 dilakukan operasi yang pertama oleh tim dokter ahli tersebut di atas, dengan melakukan evakuasi cairan faeses dan cairan warna kuning seperti nanah sebanyak sekitar 1 liter yang mengkontaminasi dan menginfeksi rongga perut, diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam fisiologis. 
Kemudian pada tanggal 4 November 2007 dilakukan operasi yang kedua, untuk mengatasi kebocoran sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Tingkat IV D.K.T. Kota Madiun dan tim ahli tersebut juga menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor. Pada tanggal 20 Juli 2008 JTH meninggal dunia. Keluarga pasien kemudian menggugat Dr. BS, Sp.B., M.Surg ke pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun
Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :
1.	Menyatakan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2.	Melepaskan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg dari segala tuntutan hukum;
3.	Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
Pengadilan Negeri Kota Madiun memberikan putusan lepas, kemudian penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi 
Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :
1.	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Madiun Tersebut ;




1.	Menyatakan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik dan Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional”;
2.	Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3.	Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
Alhasil publik pun mengkritik keras putusan itu karena ancaman pidana penjara telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut pihak-pihak yang mengkritik Mahkamah Agung :
1.	Komisi Yudisial (KY)
KY menyarankan dr Bambang untuk mengajukan PK. "Dokternya bisa PK. Putusan itu masuk teknis yudisial. KY ingin baca lengkap putusannya, kalau ada indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, misal unprofessional conduct ya bisa ditindaklanjuti," kata komisioner KY Imam Anshori Saleh. Menurut Imam, bisa saja hakimnya belum paham dengan putusan MK tersebut. Oleh sebab itu harus ditelaah lebih jauh. "Karena itu apakah ada dalam pertimbangan hukum soal putusan MK itu atau belum akan menjadi bahan telaah," tuturnya

2.	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
IDI siap memberi bantuan hukum terkait vonis pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA). IDI yakin vonis tersebut murni cacat hukum karena ancaman pidana di kasus itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau dia butuh bantuan hukum kita pasti siap membantu. Kita juga sedang menunggu laporan Biro Hukum IDI untuk melihat duduk perkaranya," ujar Ketua IDI, dr Zainal Abidin. Zainal menegaskan, vonis penjara yang diberikan oleh majelis kasasi adalah hal yang keliru. Dia mengatakan, hukuman untuk yang tidak memiliki izin ialah hukuman denda. "Itu majelisnya salah! Harusnya hukuman itu denda,karena kita kan sudah judicial review waktu itu ke MK," ucap dr Zainal. Dia mengatakan, sejak kemarin sudah banyak yang menghubungi terkait kasus malpraktik hukum tersebut. Zainal belum mengambil sikap terkait langkah hukum kepada majelis MA yang diyakininya tidak cermat. "Kita tunggu laporan IDI cabang setempat karena kita harus lihat detail dulu baru bisa mengambil sikap," terang dr Zainal.

3.	Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Indonesia
MKEK Indonesia menilai hukuman penjara kepada dr Bambang tidak tepat. "Kalau mau dipidana terkait surat izin, ya direktur rumah sakitnya. Jadi dokter itu sanksinya denda," ujar Ketua MKEK dr Prijo Sidipratomo SpRad. Prijo mengatakan putusan tersebut sangat salah. Dia menilai, para majelis kasasi tidak mengerti tentang hukum di dunia kedokteran. "Perlu dicatat, bahwa tidak ada satu dokter pun yang berniat ingin membunuh pasiennya. Majelis ini terutama Pak Artidjo tidak punya kompetensi, mereka ini maunya memenjarakan orang saja," tegas dr Prijo. Dia meminta agar semua majelis hakim dan penegak hukum untuk selalu cermat dalam memutus perkara yang melibatkan pihak dokter. Menurutnya, kasus yang melibatkan dunia kedokteran tidak bisa dipandang lewat kacamata pidana saja. "Bukan berarti minta dokter tidak dihukum. Tapi kalau mau dihukum, hukumlah secara tepat," pungkas dr Prijo.

4.	Ahli Hukum Pidana
Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Mudzakir meminta dijatuhkan sanksi kepada para hakim dengan adanya putusan ngawur ini. "Ini fatal sekali. MA yang harusnya judex juris malah salah. Patut dipertanyakan apakah para hakim ini mengikuti putusan MK atau tidak," ujar Mudzakir. Mudzakir bahkan meminta dijatuhkan sanksi kepada para hakim dengan adanya putusan ngawur ini. Apalagi, kata Mudzakir, ketua majelis kasus ini juga pernah salah dalam memutus perkara dokter Ayu yang kini sudah dibebaskan. "Kalau perlu semua yang pernah diadili majelisnya ajukan PK saja lagi. Biar nanti dievaluasi majelis lain supaya ketahuan mana putusannya yang benar mana yang salah," ucapnya. Mudzakir juga menambahkan, sebaiknya terdakwa diberi kompensasi karena divonis dengan hukuman yang sudah tidak berlaku. "Harus segera direvisi dengan ajukan PK," ucapnya.

5.	Pakar Hukum Kesehatan
Pakar hukum kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Luthfi Hakim, mengatakan putusan yang dibuat oleh para hakim agung di tingkat kasasi itu sangat memalukan. Dia heran, mengapa para hakim agung bisa tidak cermat. "Harusnya para hakim agung mencermati apa-apa saja putusan MK. Karena putusan yang dibuat MK sangat berkorelasi dengan kinerja hakim," ucap Luthfi. Luthfi mengatakan hal yang dilakukan oleh 3 hakim agung dalam kasus ini sangat tidak profesional. "Saya umpamakan tindakan ketiga hakim itu kalau di kedokteran, sama saja dengan tindakan di luar profesional." Selain itu, dia juga meminta supaya terdakwa untuk melakukan peninjauan kembali (PK). "Jadi jaksa jangan laksanakan putusan itu, terdakwa lakukan PK," ujarnya.

6.	Komisi III DPR
Komisi III DPR sangat menyesalkan putusan MA tersebut. Padahal, pasal pidana yang dijadikan dasar hukumnya telah dibatalkan MK. "Sebenarnya kalau nggak berlaku di MK, tidak boleh (diberlakukan). Ah karut-marut itu MA memutuskan itu," kata anggota Komisi III DPR, Otong Abdurahman. "Jangan sampai di lembaga hukum sampai karut-marut. MK sudah menilai pasal itu sudah digugurkan. Pakailah putusan MK," cetus Otong.​[11]​

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Madiun, Suwarsono, mengatakan, meski kejaksaan sudah menerima salinan putusan kasasi dari pengadilan, pihaknya tidak berani buru-buru untuk melaksanakan isi putusan itu. Alasannya, kasus ini sudah menjadi isu nasional berkaitan dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diketok lebih dulu daripada putusan Mahkamah Agung. “Ini atensi dan sudah menjadi isu nasional. Petunjuk dari ”atas” (Kejaksaan Agung), kita diperintahkan untuk menunggu hasil PK yang dia ajukan. Entah nanti putusan PK hasilnya seperti apa. Kalau putusan PK menguatkan putusan kasasi, ya kita eksekusi,” terang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun, Suwarsono.​[12]​
Putusan Peninjauan Kembali
Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Pid.PK/ 2014/PN.Mad jo. Nomor 1110 K/PID.SUS/2012 jo. Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 02 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung R.I tersebut dapat ditinjau kembali.
Mengadili :
1.	Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : dr. BS, Sp.B., M.Surg. tersebut ;
2.	Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011;
Mengadili Kembali :
1.	Menyatakan Terpidana dr. BS, Sp.B., M.Surg. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2.	Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum;
3.	Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Mahkamah Agung mengakui bahwa penjatuhan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara ternyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tertanggal 19 Juni 2007. Alasannya, ancaman pidana penjara dan kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Ancaman pidana juga telah menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa surat izin praktik dokter atau dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.
	Hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal: 
a.	diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap; 
a.	dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan; 
b.	dalam rangka tugas kenegaraan; 
c.	dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya; 
d.	dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil; 
tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Pemberian pelayanan kedokteran sebagaimana dimaksud tersebut harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.
	Dengan demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam keadaan-keadaan tersebut di atas, dokter tidak memerlukan surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran.
Apabila dilihat dari hukum pidana, menurut Utrecht tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum, di mana ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Tindak pidana mempunyai unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan unsur sebjektif berupa kesalahan. Terpenuhinya tindak pidana maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, namun orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut belum tentu dipidana.​[13]​
Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kesalahan harus memiliki unsur sebagai berikut :
1.	melakukan tindak pidana
2.	di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
3.	dengan kesengajaan atau kealpaan
4.	tidak ada alasan pemaaf ​[14]​
Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu menilai tentang hubungan antara keadaan keadaan psikis pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya. Penilaian itu menghasilkan bentuk-bentuk kesalahan sehingga kesalahan merupakan kesalahan yang normatif. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Penilaian hubungan antara keadaan psikis pembuat dengan perbuatan ditentukan berdasarkan penilaian-penilaian dengan meneliti ciri-ciri perbuatan atau perilaku pembuat.​[15]​




1.	Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran harus memiliki surat izin praktik dokter. Apabila ada dokter atau dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik maka sanksinya sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 4/PUU-V/2007 adalah ancaman denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sudah tidak berlaku lagi karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
2.	Sesuai dengan Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik (SIP) dan diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, tugas kenegaraan yang bersifat insidentil, memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu, maka untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak memerlukan surat izin praktik khusus di tempat tersebut, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.

Saran
1.	Untuk para dokter dan dokter gigi agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan praktik kedokterannya, antara lain wajib memiliki surat izin praktik. Dokter dan dokter gigi juga harus memahami ancaman sanksi apabila melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, serta memahami bahwa ada keadaan tertentu yang memang memperbolehkan melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik.
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